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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam 

pengaturan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan serta 

untuk mengetahui manfaat, hambatan dan solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Jenis dan sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Wawancara, 

dan Dokumentasi. Penerapan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait pelaksanaan BUMDes di 

Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan belum berlangsung secara efektif dan maksimal 

tetapi sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan BUMDes di Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yaitu kurangnya 

modal, SDM yang kurang memadai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes. Solusi untuk 

mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengajukan kerja sama dengan Bank BNI 46, mengikuti 

pelatihan pengurus BUMDes, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 

 

Kata kunci: Penerapan, Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. 

ABSTRACT 

This research examine to determine the implementation of the Regulation of the Minister of the 

Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 concering 

village owned enterprises in the arrangement of village owned enterprises in the Jabung Village, 

Panekan District, Magetan Regency and obstacles faced and the solutions to overcome these obstacles. 

This research is qualitative research with an explorative approach. The types and sources of data used 

are primary data and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, and 

documentation. Implementation of the Regulation of the Minister of the Village, Development of 

Disadvantaged Regions and Transmigration Number 4 of 2015 concering village owned enterprises to 

realization of village owned enterprises in the Jabung Village, Panekan District, Magetan Regency not 

on going yet effectively but had completed the rule fixed. The obstacles faced in the realization of village 

BUM arrangement in Jabung Village, Panekan District, Magetan Regency, were there are lack of 

capital, inadequate human resources, lack of public undestanding of Village BUM. The solutions to 

solve that obstacles were submitted a collaboration with Bank BNI 46, following the Village BUM board 

management training, giving socialization to the comunity. 

 

Keywords: Implementation, Execution of Village owned enterprises 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan perekonomian 

pedesaan mengalami perkembangan yang 

cukup baik. Menurut Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi mengatakan jumlah Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) yang 

terbentuk hingga saat ini jumlahnya 

meningkat pesat, BUMDes yang terbentuk 

telah melampaui enam kali lipat dari target 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN). Menurut Sekretaris 

Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, Selama 

lima tahun dalam RPJMN (2014-2019) 

awalnya ditargetkan 5.000 BUMDes tapi 

nyatanya sekarang sudah terbentuk enam 

kali lipat, hampir 35.000 BUMDes yang 

lahir (m.detik.com). 

Desa dipandang masih jauh 

tertinggal dibandingkan dengan kota baik 

dari segi ekonomi, kesejahteraan, 

pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

Pemerintah banyak melakukan program 

untuk mendorong percepatan 

pembangunan pedesaan, tetapi hasilnya 

belum signifikan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu 

faktor penyebab kegagalan pembangunan 

desa adanya besarnya campur tangan 

pemerintah sehingga berdampak pada 

terhambatya kreativitas serta inovasi 

masyarakat desa dalam pengelolaan dan 

perekonomian desa. Untuk mendorong 

pembangunan di tingkat desa adalah 

pemerintah desa diberikan kewenangan 

oleh pemerintah pusat mengelola secara 

mandiri lingkup desa melalui lembaga-

lembaga ekonomi di tingkat desa, salah 

satunya adalah Badan Usaha Milik Desa. 

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan 

agar BUMDes yang telah berdiri dapat 

berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan 

dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika 

BUMDes dikelola secara terarah dan 

profesional. BUMDes merupakan solusi 

atas permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di desa, BUMDes diharapkan dapat 

mendorong dan menggerakkan 

perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013) 

Terbitnya Peraturan Menteri Desa 

Nomor 4 Tahun 2015 (Permendesa 4/2015) 

tentang Badan Usaha Milik Desa semakin 

memperjelas keberadaan dan tata kelola 

Badan Usaha Milik Desa. Dalam 

Permendesa 4/2015 dijelaskan secara lebih 

terperinci mengenai proses pendirian 

BUMDes, siapa saja yang berhak 

mengelola BUMDes, permodalan 

BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, 

sampai dengan pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaporan BUMDes. 

Menurut Ahmad Sofyan, 

Keberadaan Permendesa yang mengatur 

mengenai Badan Usaha Milik Desa 

diharapkan dapat memperkuat eksistensi 

Badan Usaha Milik Desa sebagai penopang 

perekonomian masyarakat desa pada 

umumnya dan sumber daya desa pada 

khusunya agar dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknyan bagi kesejahteraan masyarakat 

desa. Karena semakin gencarnya ekpansi 

perusahaan besar dari dalam dan luar 

negeri untuk memonopoli potensi desa 

yang bisa dikomersilkan untuk kepentingan 

pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan 

masyarakat sekitar, maka hal tersebut 

penting untuk dilakukan (desalestari.com) 

Terkait pembangunan sumber daya 

dan keuangan desa, UU 6/2014 

memberikan peluang pada Desa untuk 

dapat membangun Desa dengan 

mendirikan BUMDes, hal ini bertujuan 

agar dapat menjadi bagian dari proses 

pembangunan nasional. Layaknya satuan 

pemerintah dari pusat yang dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan Pemerintah Daerah, Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), hal demikian juga diharapkan 

pada Desa dengan membangun BUMDes 

sebagai bagian dari proses pengelolaan 

keuangan desa agar lebih optimal dan 

memberikan pemasukan bagi desa. Dengan 

pembentukan BUMDes, Desa diharapkan 

ikut berperan dalam menghasilkan barang 

dan/atau jasa yang diperlukan dalam 

rangka mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat desa, dan 

menjadi sumber PADes, sehingga APBDes 

tidak hanya bergantung pada Anggaran 
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Dana Desa dan Bantuan Desa (Adhari dan 

Ismaidar, 2017) 

Berdasarkan paparan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

peninjauan secara lebih mendalam 

mengenai penerapan dari Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan 

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa tersebut ke dalam 

penelitian “ANALISIS PENERAPAN 

PERATURAN MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH  

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA 

JABUNG KECAMATAN PANEKAN 

KABUPATEN MAGETAN” 

Otonomi Desa 

 Otonomi desa merupakan hak, 

wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat berdasarkan 

hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya 

yang ada pada masyarakat untuk tumbuh 

dan berkembang mengikuti perkembangan 

desa itu sendiri. Menjunjung nilai-nilai 

tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan menekankan 

bahwa desa merupakan bagian yang tidak 

terpisah dari bangsa dan Negara Indonesia 

harus tetap dilakukan dalam pelaksanaan 

hak, kewenangan, dan kebebasan dalam 

penyelenggaraan otonomi desa. 

Tanggungjawab untuk memelihara 

integritas, persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tanggungjawab untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 

dilaksanakan dalam koridor peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

merupakan suatu tuntutan dalam 

pelaksanaan hak, wewenang dan 

kebebasan otonomi desa (Widjaja, 

2003:66). 

Desa dan Pemerintahan Desa 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 mendefinisikan Desa adalah desa dan 

desa adat yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Menurut UU 6/2014, Pemerintah 

desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Badan Usaha Milik Desa 

Menurut Maryunani (2008:35) 

Badan Usaha Milik Desa merupakan 

lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintahan desa dalam 

rangka memperkuat perekonomian desa 

serta membangun kerekatan sosial 

masyarakat yang dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa.  

Badan Usaha Milik Desa disamping 

mempunyai fungsi ekonomi juga memiliki 

fungsi sosial. Yang dimaksud dengan 

fungsi ekonomi adalah kegiatan-kegiatan 

dalam pengembangan dan pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa 

yang harus memberikan keuntungan bagi 

desa maupun bagi masyarakat desa. 

Sedangkan fungsi sosial yang dapat 

dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa 

bisa secara langsung dan tidak langsung. 

Secara langsung dengan melakukan 

pembinaan dan pendampingan usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat desa, disamping 

itu juga melakukan pengelolaan 

barang/jasa milik umum bukan milik 

pribadi. Kepemilikan umum dapat dikelola 

oleh Badan Usaha Milik Desa seperti air 

bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, 

hutan desa, listrik desa dan sebagainya, 

dengan demikian masyarakat dapat 

memanfaatkan secara optimal barang 

publik milik desa. 
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KERANGKA PEMIKIRAN 
Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran yang 

dibahas. 

Gambar 2: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi atau tempat penelitian ini 

adalah di BUM Desa “Sumber Mulyo” 

Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut karena mudah dijangkau 

dimana Desa Jabung merupakan tempat 

tinggal atau daerah asli penulis, sehingga 

sesuai dengan kemampuan penulis baik 

dari segi biaya, tenaga dan waktu. 

 Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian eksploratif yang 

dilakukan secara kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertiggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Badan Usaha Milik Desa 

Undang-Undang  Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa 

Penerapan Permendes 4/2015 terkait 

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di 

Desa Jabung, Kecamatan Panekan, 

Kabupaten Magetan 

Tahapan terbentuknya Badan Usaha 

Milik Desa 

Hambatan Solusi 

Tantangan dan manfaat dari Badan 

Usaha Milik Desa 
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objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

 Data yang digunakan adalah Data 

Primer dan Data Sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dengan melakukan wawancara 

langsung dengan responden yang mampu 

menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik 

Desa Jabung. Data sekunder merupakan 

data pendukung yang bersumber dari 

beberapa literatur atau dokumen, buku-

buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya 

yang berkenaan dengan penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah 

Observasi, wawancara, dokumentasi.. Ada 

beberapa aktivitas dalam analisis data 

model Miles dan Huberman, antara lain 

Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan 

Kesimpulan dan Verifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BUMDes Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

berdiri pada tanggal 24 Desember  2014. 

Yang melatarbelakangi pembentukan 

BUMDes di Desa Jabung Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

menambah PAD desa, serta meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes 

yang tercantum dalam Permendes Nomor 4 

Tahun 2015. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Ketua BUMDes Desa 

Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan sebagai berikut:  

”Latar belakang pembentukan badan 

usaha milik desa ini yang pertama itu 

dalam rangka membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, yang kedua 

melindungi usaha-usaha yang ada di desa 

agar penghasilan ataupun sumber daya 

ataupun penghasilan bisa masuk sebagai 

aset desa apalagi yang belum terkontrol 

selama ini” (Ketua BUMDes, Selasa 4 

Desember 2018. 

 Dalam pendirian BUMDes di 

Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan  Dasar Hukum yang 

digunakan adalah Perdes No 24 tahun 

2014, UU No 6 tahun 2014, Permendes No 

4 tahun 2015. Mekanisme pembentukan 

BUMDes di Desa Jabung Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan yaitu melalui 

musyawarah bersama. Hal ini sesuai 

dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015. 

Sesuai yang diutarakan Ibu Yuni sebagai 

berikut:  

“Melalui musyawarah desa, kita 

memanggil masyarakat-masyarakat desa, 

ada BPD, tokoh masyarakat kita 

kumpulkan kita ambil musyawarah untuk 

pembentukan BUMDes.” (Bendahara 

BUMDes Desa Jabung, Senin 3 Desember 

2018). 

BUMDes di Desa Jabung 

mempunyai AD/ART yang jelas. Dalam 

penyusunan AD/ART di desa jabung 

mengacu pada Perdes No 24 Tahun 2014 

serta musyawarah untuk mencapai 

kesepakatan. Perdes No 24 Tahun 2014 

mengatur tentang BUMDes di Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupeten Magetan. 

Tahapan penyusunan AD/ART di desa 

jabung melalui musyawarah kemudian di 

plenokan pada rapat desa. Dalam proses 

penyusunan dan tahapan penyusunan 

AD/ART sudah sesuai dengan Permendes 

No 4 Tahun 2015. Sesuai pernyataan dari 

Bapak Sujito selaku Tokoh Masyarakat 

dan Bapak Wito selaku Kepala Desa 

sebagai berikut:  

“Ya pertama musyawarah menyusun 

kalimat-kalimatnya itu nanti kemudian 

juga menyempurnakan setelah nanti 

sempurna itu AD/ART  juga baru 

ditetapkan, disahkan oleh para pengurus 

maupun melalui pemerintah desa sehingga 

menjadi suatu aturan yang ada di 

BUMDes tersebut.” (Tokoh Masyarakat, 

Senin 3 Desember 2018). “Perdes  nomor 

24 tahun 2014 dan musyawarah desa” 

(Kepala Desa, Senin 3 Desember 2018). 

BUMDes Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 
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mempunyai struktur organisasi yang jelas 

yaitu ketua puguh waluyo, penasehat bapak 

kepala desa, sekretaris edwin nugroho 

kemudian diganti karyono, bendahara yuni 

kurniawati, dan ada seksi-seksi. Dalam 

sistem penggajian pengurus BUMDes Desa 

Jabung tidak sesuai dengan AD/ART yang 

telah ditetapkan, hal ini dikarenakan 

kurangnya modal dan ada beberapa 

peminjam yang tidak mengembalikan 

pinjaman. Jadi untuk penggajian pengurus 

BUMDes masih dilakukan secara sosial 

atau sukarela. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Wito selaku 

Kepala Desa dan Bapak Puguh Waluyo 

selaku Ketua BUMDes sebagai berikut:  

“Struktur organisasi BUMDes yaitu satu 

penasehat secara ex-officio itu kepala 

desa, kemudian ada pengawas, terus ada 

ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi-

seksi. untuk penasehat kepala desa, untuk 

pengawasnya pak hariyadi ketua BPD, 

mahfud wingyani ketua LPM, edi santosa 

anggota LPM , terus ketuanya puguh 

waluyo s.pd, bendahara yuni kurniwati 

sp.d,sekertarisnya saudara karyono sp.d, 

seksi-seksi yang lain itu ada sekitar 8 

seksi.” (Kepala Desa, Senin 3 Desember 

2018). ”Untuk sementara ini (e) masih 

sosial kerja sosial ya 15% dari hasil usaha 

itu yang ada di AD/ART tapi karena kita 

masih perintisan jadi (e) masih dalam 

proses pengembangan jadi kita masih 

gerakannya masih dalam sosial” (Ketua 

BUMDes, Selasa 4 Desember 2018). 

Dalam aspek permodalan 

BUMDes Desa Jabung sesuai dengan 

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yaitu 

diperoleh dari penyertaan modal desa 

melalui mekanisme APBDes dan dari 

program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju 

Mandiri dan Sejahtera). Modal yang 

diperoleh BUMDes Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

yaitu dari program jalin matra sebesar 75 

juta, APBD desa 2015 15 juta, APBD desa 

2017 10 juta. Mengenai permodalan 

BUMDes di Desa Jabung sesuai yang 

diungapkan Kepala Desa sebagai berikut:  

“Modal yang diperoleh pertama dari Jalin 

Matra Provinsi Jawa Timur tahun 2015 

sebesar 75 juta, kemudian APBdes desa 

2015 sebesar 15 juta terus APBDes tahun 

2017 sebesar 10 juta.” (Kepala Desa, 

Senin 3 Desember 2018).  

Kemudian alokasi hasil usaha 

BUMDes Desa Jabung Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan tercantum 

dalam AD/ART adalah untuk pemupukan 

modal 30%, kas desa 20%, kesejahteraan 

pengurus 15%, peningkatan SDM 

pengurus 5%, cadangan umum 10%, 

pengawas 10%, dana pokmas 5%, dana 

sosial 5%. Untuk alokasi hasil usaha 

BUMDes di Desa Jabung sendiri secara 

umum sudah sesuai dengan Permendes 

Nomor 4 Tahun 2015 yaitu diatur dalam 

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah 

Tangga BUMDes, sebagaimana yang telah 

disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak 

Edwin Nugroho sebagai berikut:  

“Alokasinya untuk kas desa itu 

dialokasikan 20%, pemupukan modal itu 

30%, kesejahteraan pengurus 15%, 

peningkatan SDM pengurus 5%, cadangan 

umum 10%, pengawas 10%, dana sosial 

5%, dan dana pokmas 5%” (Sekretaris 

Desa, Senin 3 Desember 2018). 

Tantangan yang timbul pada 

BUMDes di Desa Jabung Kecamatan 

Panekan Kabupaten Magetan adalah 

adanya tunggakan dalam pembayaran, 

kurangnya pemahaman dari masyarakat, 

dan SDM yang kurang memadai. Hal ini 

seperti yang disampaikan oleh Tokoh 

Masyarakat Bapak Sujito S.H sebagai 

berikut:  

“Tantangannya  masyarakat kan banyak 

yang belum paham jadi masyarakat bawah 

atau orang-orang awam itu belum 

mengetahui (e) namanya badan usaha 

milik desa itu semacam apa, fungsinya apa 

itu belum paham jadi masih banyak warga 

itu , BUMDes itu apa malah tanda tanya 

tidak tau jadi, kita perlu untuk sosialisasi 

ke masyarakat baik pemerintah maupun 

pengurus BUMDes maupun tokoh 

masyarakat itu perlu menyampaikan ke 

masyarakat ini tujuannya untuk, dari 

modal dari masyarakat, dikelola oleh 

masyarakat bisa untuk masyarakat lagi” 



The 9th University Research Colloqium 2019 

Universitas Muhammadiyah Purworejo 
         

 

262 
 

(Tokoh Masyarakat, Senin 3 Desember 

2018). 
Selain itu ada hambatan dalam 

pelaksanaan BUMDes di Desa Jabung 

yaitu mengenai permodalan, sarana dan 

prasarana, SDM yang kurang memadai, 

serta kurangnya pemahaman masyarakat. 

Solusi yang dilakukan yaitu kerjasama 

dengan Bank BNI 46, mengikuti pelatihan, 

dan memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat. Yang menjadikan BUMDes 

tidak berjalan secara maksimal adalah 

kurangnya wawasan masyarakat mengenai 

BUMDes. Jadi sangat diperlukan 

sosialisasi kepada masyarakat agar mereka 

mengetahui pentingnya partisipasi dalam 

program BUMDes untuk meningkatkan 

pendapatan dan perekonomian desa. 

Hambatan-hambatan dalam mengelola 

BUMDes di Desa Jabung di utarakan 

langsung oleh Bendahara BUMDes Bu 

Yuni Kurniawati sebagai berikut: 

“Ada, kurangnya permodalan, SDM yang 

kurang memadai, terus pengelolaan 

BUMDes itu masih secara manual karena 

belum di dukung oleh alat-alat yang 

canggih seperti komputer, printer itu kita 

belum mempunyai.” (Bendahara BUMDes, 

Senin 3 Desember 2018). 

Berdasarkan hambatan yang 

terjadi pada BUMDes Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

maka solusi yang diterapkan untuk 

mengatasi hambatan tersebut yaitu seperti 

yang disampaikan oleh Ketua BUMDes 

Bapak Puguh Waluyo sebagai berikut: 

“Hambatannya  yang pertama kemarin 

untuk BUMDes kita sudah melakukan 

kerjasama dengan bank BNI sebagai agen 

BNI 46 disitu kita bisa mendapatkan 

pelatihan-pelatihan tentang usaha-usaha 

yang bisa dikerjakan yang bisa 

dikembangkan di BUMDes kita. Terus 

selanjutnya kita juga mengedukasi anak-

anak muda untuk ikut membangun desa 

sehingga mereka tidak hanya melihat 

bahwa kota itu lebih maju tapi kita harus 

memajukan desa kita.” (Ketua BUMDes, 

Selasa 4 Desember 2018).  

Agar BUMDes di Desa Jabung 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

tetap berjalan lancar maka pengurus 

BUMDes dan Pemerintah Desa 

mengajukan kerja sama dengan bank BNI 

untuk menunjang permodalan, serta 

mengikuti pelatihan-pelatihan agar 

pengurus BUMDes lebih paham dan 

berwawasan tentang BUMDes. Selain itu 

pengurus BUMDes juga melakukan 

edukasi atau motivasi agar generasi muda 

turut berpartisipasi dalam memajukan desa 

melalui BUMDes. 

 Manfaat dari BUMDes Desa 

Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan diantaranya yaitu untuk 

menambah PAD desa, untuk kesejahteraan 

masyarakat, membantu usaha kecil, dan 

membantu masyarakat agar tidak 

meminjam uang ke rentenir (bank titil). 

Dalam menjalankan usaha BUMDes di 

Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan juga mempunyai 

persaingan usaha diantaranya adalah UPK 

kecamatan, koperasi, bank, rentenir (bank 

titil), dan toko-toko. Kebutuhan BUMDes 

di Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan saat ini adalah 

permodalan, pelatihan untuk pengurus, 

serta sarana dan prasarana. BUMDes di 

Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan mempunyai peluang 

yang sangat besar untuk membantu 

masyarakat serta perluasan usaha, dan pada 

saat ini sudah ada perluasan usaha yang 

baru di rintis yaitu e-warung.

SIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jabung, Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan sudah menggunakan Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Nomor  24 Tahun 2014. 

Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
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Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa terkait pelaksanaan BUMDes di Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan belum berlangsung secara maksimal tetapi sudah memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.Hambatan-hambatan yang 

dihadapi BUMDes Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah permodalan, 

sumber daya manusia, tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, dan sarana dan 

prasarana yang kurang memadai. Solusi yang dilakukan pengelola BUMDes dan Pemerintah 

Desa untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu dengan mengajukan kerjasama dengan 

Bank BNI, mengikuti pelatihan-pelatihan pengurus, dan sosialisasi kepada masyarakat desa 

mengenai BUMDes.BUMDes “Sumber Mulyo” Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten 

Magetan mempunyai beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

menambah perekonomian warga, membantu warga memberikan pinjaman dengan bunga yang 

kecil. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya dilakukan di satu Desa saja yaitu 

Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan penelitian ini tidak membahas 

secara detail mengenai keseluruhan penerapan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 di Indonesia. 

Wawancara dilakukan hanya ditingkat desa dan tidak menggunakan uji dokumen. Untuk 

penelitian selanjutnya seharusnya agar menambah tempat penelitian mungkin dapat meneliti 

beberapa desa di dalam satu kecamatan atau meneliti BUMDes tingkat Kecamatan dan 

Kabupaten dengan wawancara dan menggunakan uji dokumen. Saran untuk pemerintah desa 

dan pengurus BUMDes yaitu sebaiknya Pemerintah Desa Jabung selalu mengikuti perubahan 

Peraturan yang mungkin berubah sehingga dapat melakukan penyesuaian. Dan dalam 

pengelolaan BUMDes seharusnya pengurus BUMDes yang mengambil keputusan Pemerintah 

Desa hanya memfasilitasi adanya progam tersebut dan melakukan sosialisasi atau pendekatan 

secara persuasif kepada masyarakat desa agar masyarakat lebih memahami apa itu BUMDes 

dan ikut berpartisipasi untuk perkembangan BUMDes di Desa Jabung Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan. 
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